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WALIKOTA BONTANG

PERATURAN WALIKOTA BOMNTANG
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BONTANG,

bahwa dalam rangka mendukung teknis operasional dan penyeragaman
struktur penataan adminisirasi Dinas Pendidikan dibidang pendidikan
dasar serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organ:sasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

bahwa untuk melaksanakan maksud buruf a, perlu ditctapkan Peraturan
Walikota Bontang tentang Unit Pelak;ana Teknis Sekolah Dasar Pada

Dinas Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 199 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambshan Leinbzran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 3962);

A e

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Fadonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik I'adonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penierintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indon:sia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir deagan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Reptblik Indoncsia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Repu olik Indonesia Nomor 4844); |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun Z{04 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemeratahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
Pengangkatan, Pemindahan dan Peiaberhentian Pegawai Negeri Sipil

tentang Wewenang




Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

nerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standur Nasional

Peraturan Per
n 2005 Nomwor

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

or 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
rah Provinsi, dan
Negara Republik

Peraturan Pemerintah Non
Pemerintahan Antara Pemcrintah, Pemerintahan Dae
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran’ Nejara Republik Indonesia Nomor

4741);
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi

Tata Kerja Dinas Dacrah (Lembaran Dacrah Kota Bontang Tahun

dan
mor 19);

2008 Nomor 6, Tambahan |_embaran laerah Kota Bontang No

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS

SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

I,

L

Pemerintah Daerah adalah Pemerintal. Kepala Daerah dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pe: nerintahan Daerah.

Daerah adalah Kota Bontang.

Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peiididikan Kota Bontang.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjuinya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan sebagaian
tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan

pendidikan.




BADB II
PEMBENTUKAN

Pasul 2

(1) Dengan Peraturan Walikoa ini dibentuk UPT Sckolah Dasar pada Dinas
Pandidikan,
(2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. UPT Sekolah Dasar wilavah Bontang Utara, terdiri dari :
1. SDN 001 Bontang Utara
SDN 002 Bontang Utara
SDN 003 Bontang Ulara
SDN 004 Bontang Utara
SDN 005 Bontang Utara
SDN 006 Bontang Utara
SDN 007 Bontang Utara
SDN 008 Bontang Utara
SDN 009 Bontang Utara
10, SDN 010 Bontang Utara
11. SDN 011 Bontang Utara
b. UPT Sekolah Dasar wilay ch Bontang Selatan, terdiri dari :
SDN 015 Bontang Selatan
SDN 016 Bontang Selatan
SDN 001 Bontang Selatan
SDN 002 Bontang Selatan
SDN 003 Bontang Selatan
SDN 004 Bontang Selatan
SDN 005 Bontang Selatan
SDN 006 Bontang Selatan
SDN 007 Bontang Selatan
10. SDN 009 Bontang Sel:tan
11. SDN 010 Bontang Selatan
12. SDN 011 Bontang Selatan
13. SDN 012 Bontang Selatan
14. SDN 013 Bontang Selztan
15. SDN 014 Bontang Selatan
¢. UPT Sekolah Dasar wilayah Bontang Barat, terdiri dari :
1. SDN 001 Bontang Barat
2. SDN 002 Bontang Barat
3. SDN 003 Bontang Barat
4, SDN 004 Bontang Bara!
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BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Sckolah Dasar dipimpin oleh scorang Kepala UPT yang sclanjutiaya
disebut Kepala Sekolah yang berkedudukaz dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dirgs Pendidikar melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 4

UPT Sckolah Dasar mempunyai tugas paxok penyelenggaraan pengelolaan
Sekolah Dasar.

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 4, UPT
Sekolah Dasar mempunyai fungs: :

a. Pengumpulan, pengolahan data dasa
pcnnasalnhan-pcrmasa!ahar. serta meiiksanakan pemecal

yang berhubungan dengan tugas-tug. pengelolazan sekolah.
b. Perencanaan, pelaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan
kegiatan sekolah.
Penyiapan bahan kebijakar, bimbingan dan pembinaan seria petunjuk
tcknis sesuai bidang tugasnya.
d. Penyelenggaraan preses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didix.
f. Penyediaan sarana dan prasurana pembelajaran.
g. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga UPT.

informasi, penginventarisasian
ian permasalahan

h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPT.
Pelaksanaan tugas lain yang sesuai bicang tugasnya yang diberikan olch
Kepala Dinas.

BAB 1V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT Sekolah Dasar terdiri dari :
a. Kepala Sekolah




(2)

3

(1)

(2)

b. Wakil Kepala Sekolah
c. Kepala Tata Usaha;
d. Pelaksana Teknis Terdiri dari:

1. Urusan Kurikulum;
Urusan Hubungan Masyarakat,
Urusan Sarana dan Frasarana;
Urusan Kesiswaan,
Pengelola Laborator.um;
Pengelola Perpustakaan;
7. Pengelola Keterampilan dan Seni.

S M hsuww

e. Kelompok Jabatan Fung:ional.
Susunan organisasi UPT Sckolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan unsur organ sasi non struktural.
Bagan struktur UPT Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf o

mempunyai tugas :

a. Menetapkan visi, misi dan twjuan sekalah serta menetapkan kebijakan
dan sasaran mutu, mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan
Rencana Pengembangan Sckolah (RPS) atau Rencana Kegiatan Sekolah

(RKS) dan Rencana Kegiatan Anggarar Sckolah (RKAS):

b. Mclaksanakan koordinas: dalam penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaian Sekolah (RKAS) serta membina pelaksanaan pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Seolah (APBS);
. Melaksanakan pembinaan pengelolaa : dan pembinaan Kegiatan Belajar
Mengajar, Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan;
d. Melaksanakan pembinaan pengembangan Kurikulum, Sarana Prasarana,
Kesiswaan, Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Profesi dan
Karier Staf;
Mengajar minimal 6 jam pelajaran atau membina BP/BK sebanyak 40
orang siswa (bagi kepala sckolah yarg berasal dari guru BP/BK) serta
membuat laporan secara berkala d2n insidentil kepada képala Dinas
Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Dasar.
Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dir~aksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
b mempunyai wgas :
a. Merencanakan d’a.n membuat prograrn pengembangan berdasarkan




3)

(4)

Rencana Pengembangan Sekolah (RY¥'S) atau Rencana Kegiatan Sekolah

(RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sckolah (RKAS) dan Program

Kerja Sckolah serta mengkoordinasikan pelaksanaannya;

b. Menterjemahkan, mengevaluasi dan menganalisis Rencana

Pengembangan Sekolah (RPS) atau Xencana Kegiatan Sckolah (RKS)
dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk digunakan
sebagai bahan kajian program pengernbangan lanjutan;

c. Melaksanakan analisis perencanaan dan pengembangan kurikulum,
hubungan masyarakat, pembinaan kesiswaan, hubungan masyarakat dan
ketenagaan;

d. Mengajar wajib minima! 12 jam pclajaran perminggu atau membina
BP/BK sebanyak 80 orang siswa (bagi wakil kepala sekolah yang
berasal dari guru BP/BK) dan membuat laporan secara berkala per
semester kepada kepala sckolah) dan membuat laporan secara berkala
per semester kepada kepala sekolah.

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢

mempunyai tugas :

a. Menyusun program Kkerja tata usaha sekolah dan mengkoordinasikan

pelaksanaannya.
b. Menyusun kebutuhan fusilitas tata usaha sckolah dan pelaksanaan

kesekretariatan dan kerurahtanggean sekolah;

¢. Membantu pengelolaan keuangan sekolal.

d. Mengatur kepengurusan kepegawaian serta mengembangkan karier
tenaga tata usaha sekolah.

. Mengatur dan melakukan koordinas! pelaksanraan dan pengembangan
sistem informasi sekolahh dan meirbuat laporan secara berkala per
semester kepada kepala sckolah.

Pelaksana Teknis Urusan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf d butir 1 mempunyai tugas

a. Merencanakan prograrn Implemeniasi dan pengembangan Kurikulum
berdasarkan Rencana Pengembangan Sckolah (RPS) dan Rencana
Kegiatan Anggaran Sckolah (RKAS) scria mengkoordinasikan
pelaksanaannya;

b. Menyusun, menganalisis
kurikulum serta ketercapaian target kurikujum.

c. Menyusun dan menjabarkan kaleader pendidikan, mengatur jadwal
kegiatan belajar mengajar, melcksanakan koordinasi pelaksanaan
evaluasi hasil belajar siswa, Ujian /.Xkhir Sekolah Berstandar Nasional
(UASBN), Ujian Akhir Sckolak (UAS), melaksanakan koordinasi
penyusunan kriteria ketuntasan mi nimal (KKM), kriteria kenaikan kelas,
pragyarat kelulusan scria  mengarahkan  penyusunan administrasi

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Guru;

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan




(5

(6)

)

(8)

d. Mengatur pengembangan Kelompek Kerja Guru (KKG), koordinasi
mata pelajaran dan membuat laporan secara berkala per semester kepada
kepala sekolah.

Pelaksana Teknis Urusan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 2 mcmpun'yai tugas :

a. Merencanakan program kerja hubungan masyarakat berdasarkan
Rencana Pengembangan Sckolah (RPS) dan Rencana Kegiatan
Anggaran Sekolah (RKAS) serta mengkoordinasikan pelaksanaannya;

. Menyusun dan merencanakan sertt mengkoordinasikan pengelolaan
Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Bidang Humas;

. Melaksanakan koordinasi program promosi sckolah serta melaksanakan

penelusuran lulusan;

Mengatur dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan komite

sekolah, masyarakat, instansi terkait dan membuat laporan secara

berkala per semester kepada kepala sekolah.

Pelaksana Teknis Urusan Saurana dan Prasarana scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 3 mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja sarana dan prasarana berdasarkan Rencana
Pengembangan Sekolah (RPS) dan R=ncana Kegiatan Anggaran Sckolah
(RKAS) serta mengkoordinasikan pelaksanaanya;

b. Melaksanakan koordinasi penyusuniu  analisa  dan inventarisasi
kebutuhan sarana dan prasarana,

¢. Melaksanakan koordinasi dalam peng:daan, pemeliharaan, perbaikan,
pengembangan, penghapusan, pengawssan serta evaluasi penggunaan
sarana dan prasarana sesuai Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah
(RKAS) Bidang Sarana dan Prasarana;

d. Membuat laporan secara berkala per seinester kepada kepala sekolah).

Pelaksana Teknis Urusan Kesiswaan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf d butir 4 mempunyai tugas :
kerja pemb'naan kesiswaan berdasarkan

a. Merencanakan program
Rencana Kegiatan

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan
Anggaran Sekolah (RKAS) serta mengkcordinasikan pelaksanaannya;

merencanakan serta mengkoordinasi  pengelolaan

b. Menyusun dan
Rencana  Kegiatan

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan

Anggaran Sekolah (RKAS) bidang keriswaan,

. Mengatur dan koordinasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah,
kegiatan luar sekolah, peringatan han besar nasional dan agama, serta
pembuatan database kesiswaan;

d. Mengatur dan koordinasi dolam pencrimpan siswa baru, mulasi siswa
dan membuat laporan secara berkala per semecster kepada kepala
sekolah.

Pelaksana Teknis Pengelola Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 5 mempunyai t.igas :




@)

a.
b.

c.

. Menyusun dan  melakukan

. Mengatur, melaksanaka;

Merencanakan pengada.in, invenmarisasi serta pengadministrasian alat

dan bahan laboratorium;
koordinzasi dalam merancang Kegilatan

laboratorium untuk pelaksanaan kegialan belajar mengajar;

. Menyusun dan melaksarakan progra:n pemeliharaan dan perbaikan alat-

alat laboratorium;
koordinasi dalam menyusun jadwal dan tata

tertib penggunaan laboratorium serta membuat laporan secara berkala

per semester kepada kepala sekolah.

Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huru’ d butir 6 mempunyai tugas:

Menyusun perencanaan c¢an analisa kebutuhan perpustakaan

Menyusun dan melaksanakan program pengembangan perpustakaan

Melaksanakan  kegiatan  pengelclaan  perpustakaan  (layanan,

pemeliharaan dan perawatan)

. Mengatur, melaksanakan koordinasi dalam menyusun jadwal dan dan

tata tertib penggunaan perpustakasu dan membuat laporan secara

berkala per semester kepada kepala sekolah.

(10) Pelaksana Teknis Pengelola Keterampilan dan Seni sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 7 mempunyai tugas:

a.

d.

. Melaksanakan analisis dan evaluasi

Menyusun program kerja pembinaan keterampilan dan seni yang relevan
dengan’ bidang tugasnya seperti Perubina Ekstrakurikuler, Pramuka,
Dokter Kecil, UKS, Polis: Keamanan 3ekolah (PKS) dan lain-lain yang

berkaitan dengan kegiatan siswa.
prograyn  pembinaan  untuk

perbaikan

. Mengatur, melaksanakan koordinasi dalam menyusun jadwal dan tata

tertib penggunaan Ruang Ketrampilan dan Seni.
Membuat laporan kegiatan per semester kepada Kepala Sckolah.

(11) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksad dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e

mempunyai tugas:
a. Menyusun program pengajaran (program tahunan, seinester, silabus,

. Melaksanakan tugas fungsional guru

= Mengikuti kegiatan

RPP, dan bahan evaluasi) .
(mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

didik) sesuai dengan bidang yang di tugaskan.
Kelompok Kerja Guru (KKG), kegiatan

pengembangan profesi, dan kegiatan pengembangan pengajaran.

. Melaksanakan tugas fungsional lainnva yang dibebankan (Walikelas,

guru BP/BK, Guru Kelas, membimbisg ekstrakurikuler, dan lain-lain
yang berkaitan dengan kegiatan di :ekolah) dan membuat laporan

kegiatan kepada Kepala Sekolah.




BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekoiali, Wakil Kepala Sekolah, Kepala
Tata Usaha, Pelaksana Teknit UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara
vertikal dan horizontal baik dalam lingkurgan masing-masing maupun antar

satuan organisasi sesuai dengan tgas pokok masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal v
Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Pelaksana
Teknis adalah Jabatan Fungsional

BAB VIII
SUMBER DANA DAN PENGEL.OLAAN KEUANGAN

Pasal 11

Sumber dana UPT Sekolah Dasar dapat barasal dari Pemerintah, Pemerintah

Daerah dan penerimaan lain-lain yang sah.
Pasal 12

Pola pengelolaan keuangan mengikuti pérawran perundang-undangan yang
berlaku,



BADBIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak (anggal diuncangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 3 Maret 2010

A BONTANG,

/4
ANT

TASDAM




Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

. Perawran Walikota Bontang
: 7 Tahun 2010
: 3 Maret 2010
i UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLA DASAR PADA DINAS

PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSAN + TEKNIS SEKOLAH DASAR

KEPALA SEKOLAH I
|
I
Y ]
WAKIL KEPALA KEPALA i
' PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH TATA USAHA
| 1. Urusan Kurikulum
|
| 2 Urusan Kesiswaan
o Urusan Sarana Prasarana
E 4. Urusan Kesiswaan
KELOMPOK JABATAN 5. Pengelo!a Labcratorium
FUNGSIONAL 6. Pengelola Perpus:akaan

7. Pengelola Ketrampilan
dan Seni




